
BUPATILAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR c T A H U N 2 0 2 4

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintahan
Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana
Keija Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan menetapkannya
dengan Peraturan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Menimbang



5 Undang’Undnng Nomor I Tnhun 2022 tentang llubungnn
Keuangan Antnm Pemerintah Puwit dan Pcmerintnhnn
Darrnh (Lcmbaran Negara Rrpublik Indonesia Tnhun 2022
Nomor 4, Tnmbnhnn Lembaran Ncgnrn Republik Indoncnin
Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tnhun 2017 tentang
Pcnyeleriggnrnnn

Pcmerintnhnn Dacrnh (Dmibarnn Negara Republik
Indonesia Tnhun 2017 Nomor 73, Tnmbnhnn Lcmbnrnn
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Pcmbinnan dan PengmvnHnn

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 lentnng
Standar Pelnynnan Minimal (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana
Keija Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



Itv IVmtumn Menteri Sosiul Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis IVlitynnan Dnsar pada Stnndnr IVlnyunnn
Minimal Bulling Sosinl di Dnrrnh IVovinsi dart di Dnemh
Knbupnten/Kotn (lienta Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

17. IVmtumn Menton Dalatn Negcri Nomor 90 Trthun 2019
tentang Klnsiftknsi, Kodrfikasi dan Nomcnklatur
Perencanaan Pentbnngunan dan Keuangan Daerah ( I3erita
Negam Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

IS. IVmtumn Menteri Dalatn Ncgeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang IVmtumn FVlaksanaan IVmtumn IVmerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporen dan Evalunsi
FVnyelenggamnn Pemerintnlmn Daerah (Berita Negam
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalatn Negcri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negam Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Menteri Dalatn Ncgeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang FVnerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negam Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;

21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

22. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1006).

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Keija Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 204);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasiftkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana tclah
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1. 15.5-1317 Tahun 2003;



2t> n«Prnh hiivinnl Lampung Nomor 13Tahun 2019
JcntanK IVrubahan Alas IVmturan Daemh Norm* I Tahun2010 tenting Rencana tnta Huang Wilayah ( KTRW) ProvinsiUunpung Tatum 2009 Sampai Dengan Tahuu 2(739 {
Lembaran Daemh Provinsi Lampung Tatum 2019 Nomor
12, Tambahan Lembaran Dacnih lYnvinsi Lampung Nomor
12 Tahun 2019);

27. Pcraturan Dacrah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Mencngah Daemh
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daemh
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500)
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Dacrah
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
521);

28. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 15 Tahun 2023
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2023 Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 36);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 117);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2023 Nomor125);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024
Nomor 1);

33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023
Nomor 46).



MEMUTUHKANs
“* ' ssaaaaaa.—BAB IKETENTUAN UMUM

PASAL I

DalDSStahh yangdimaksudd gan:-empunva
a blal\h -syarakafhukun, yang

D,enl “ batas-batas wilayah yang benvcnang
kenenhw/ mengurus Urusan Pemerintahan dan
senHiri KSâ masyarakat setempat menurut prakarsa
N?ao °erdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemgara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaienyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikevvenangan daerah otonom.

1

unsur

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu BupatiLampung Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lampung Utara dalam penyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yangselanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangat
Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penjmsunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung
sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan
pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Keija
Pemerintah Daerah.

9 Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya di
singkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu)
tahun.

Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana
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13. AnRRnran Pendapatan dnnsclanjutnyn disingkat AIM3Dtanunnn dacmliDaerah.

Belanja Darnih yang
adalali rrncana keunngun

yang ditotapkan dcngan IVmturnn

• Isu-Isu Strategis adalali kondisi alau lull yang harua
diperhatikan atau dikcdepanknn dalam perencanaan
pembangunan daerah karenn dampaknya yang aangat
sigriifikan bagi daerah dengan kamkteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, beijangka Panjang, dan
menentukan tujuan penyclenggaraan pemerinlnhon
daerah di masa yang akan datang.

15. Visi adalali rumusan uniuni mengenai kcadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upnya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi I (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyamkat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh anggamn sebagian
atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD).

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan
sumber daya personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut.

19. Keluaran (output) adalah barangatau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan
kebijakan.

20. Hasil (outcome) adalah
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan telah ditetapkan.

segala sesuatu yang



DAD II
SISTKMATIKA PBRUDA1IAN KP.NCANA KER.IAPGMERINTAII DAERAH

P«M12
( 1 ) Perubahan RKPD Tahun 2024 disnjikan dengansistematika sebagai borikufBAB I

BAB II

BAB III

: PENDAHULUAN
: EVALUASI BASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN

BERKENAAN
: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH
: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
: PENUTUP

BAB IV

BAB V
BAB VI

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dijadikan:
a. dasar penetapan Perubahan Rencana Keija Perangkat

Daerah;
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD dan Perubahan PPAS;
c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD; dan
d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun
beijalan;

c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru
dalam perubahan RKPD Tahun 2024; dan

d. penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan
perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra
Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan
perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu
memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara
Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan
kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

i



BAB HI
PENUTUP

Pasal 5

Agar mU*a' pada tanggal diundangkan.
npnoi,n(i ^ orang mengetaliuinva, memerintahkan
2n(langan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Benta IWn* Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi x
pada tanggal A / ^ JUU 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

T
ASV ARODI

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

2024

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR ^


